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BIJPATI LAMPUNG TIMUR

PROVINS! LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR
NOMOR g g TAHUN 206

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAY{

teninbang

CHIEINEE

TAHUN ANGGARAN 2017
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LAMPUNG TIMUR,

hahwea sebagsi pelaksanaan keteniuan Pasal 6 Peraturan Dacrah
Kabupaien Lampung Timur Nomor 25 Tahun 2016 tentzug Angearan
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahur Anggaran 2017, perlu
citetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapaten
dan Belanja Daecrah Tahun Anggaran 20 .7;

1o Undang-Undang Neomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentakan
habupaten Dacrah Tingkat [I Way Ranan, Eabupaten Daerah
Tingkat il Lampung Timur dan Ketamadya Dasrak Tingkat 1! Meuo
tLembaran Negara Republik Indonesia Tabun 1999 Normor 46,
Tambahan Lombaran Negara Republik Indonesia Nomusr 3825),

2. Undang Undang Nomor 2&¢ Tahun 1999 tentang Penyelenggoraen
Negara yvang Bersih dan Bebas dari Koiupsi, Kolusi dan Nepotisme
(Lembaran w~egara Repubiik Indonesia Tahuarr 1999 Nommor 75,
Tambahan Lembaran Negara Repuliils Ladonesia Nomor 3251);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negar:
(Lembaran Ncgara Fepublik Indonesia Tahun 2003 Nemor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharasr
Negara (Lembarar: Negura Republik Indonesia Tahun 2004 Norror 5,

Tambahan Lembaran Negara Republik indonesie Nomer 4355

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 fcntang Perabentukan
Peraturan  Perundang-Undangan  (Lembaran  Negara Republik
mdonesia Tahur: 2011 Nomor 12, Tamwbzhan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);
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Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungiawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5049);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
scbagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 09 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679),

. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukarn

Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomoer %90, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraiuran Pemerinlah
Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indoresia Tahun
2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indornesia
Nomor 4712);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengclolaan
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negare
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 ientang Dana

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4575);

. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem

informasi Keuangan Daerah (Lembaren Negara Republk [ndonesis
Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Repubilk
Indonesia Nomor 4576) scbagaimana t(elah  diubah  dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negera
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Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor & Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4614};

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomer
59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang FHibah Dacrah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 3,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kuli
terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 04 Tahun 2015;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 lentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2017,

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 02 Tahun
2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Dacrah
(Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2009 Nomor
02);



MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017

Pasal 1

PENJABARAN ANGGARAN

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017

dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan

a. pendapatan asli daerah Rp. 121.167.544.400,00
b. dana perimbangan Rp. 1.604.790.625.600,00
c. lain-lain pendapatan
daerah yang sah Rp. 308.042.348.000,00
jumlah pendapatan Rp. 2.034.000.518.000,00
2. Belanja
a. Belanja tidak langsung
1). belanja pegawai Rp. 986.204.492.912,00
2) belanja hibah Rp. 42.776.850.000,00
3). belanja bantuan sosial Rp. 2.529.250.000,00

4). belanja bagi hasil

kepada provinsi/

kabupaten /kota dan

pemerintahan desa ! Rp 4.391.154.440,00
5). belanja bantuan -

keuangan kepada

provinsi/ kabupaten/

kota, pemerintahan

desa dan partai politik S SRE 352.259.166.700,00
6). belanja tidak terduga i Rp 1.522.298.000,00
bumlah :  Rp. 1.389.683.212.052,00
b. Belanja langsung
1). belanja pegawai : Rp. 66.021.992.305,00
2). belanja barang dan jasa : Rp. 289.853.919.820,00
3). belanja modal : Rp. 328.441.393.823,00
jumlah :  Rp. 684.317.305.948,00
Pasal 2

Ringkasan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam
Lampiran [ Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II
Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Daftar nama penerima, alamat penerima, besaran hibah dan bantuan
sosial tercantum dalam Lampiran III dan IV Peraturan Bupati ini.



Pasal 5

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4
merupakan bagian yang tidak terpisah dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
vang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam
dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Lampung Timur.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 30 [ege Mber 2016

| > | SEKDAKAB.

| 2.| ASS.1

4. ASS. 1T

| 5.| ASS, M

| MeAA pevea
| 7.| BAG. HUKUM

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

Diundangkan-di-Sukadapg——————
pada tanggal %0 DeSe Mber sorb

Pj. SEKRETARIS DAERAH
AMPUNG TIMUR,

PUJA RIYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 20/t NOMOR ${



